SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2014

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan
Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Tahun 2014, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5317);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 447) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
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Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1367);
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 1);

Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2011 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN
DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.
e

Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.



Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara, yang
selanjutnya disebut Gubernur.

Perangkat Daerah  Provinsi adalah unsur pembantu
Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah
yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera
Utara.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi
Sumatera Utara.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis
jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa
motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk
mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi
tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,
termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam
operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat
secara permanen serta kendaraan bermotor yang
dioperasikan di air.

Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap
kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang
atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin
penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau

izin tidak dalam trayek dari instansi yang berwenang.
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Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau
penguasaan kendaraan bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak
milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua
pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang
terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan,
atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan
bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau
serta penggunaannya.

Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah
alat-alat yang dalam operasinya menggunakan roda dan
motor dan tidak melekat secara permanen.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya
disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu
kendaraan bermotor.

Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU,
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai
sumber data yang akurat.

Harga kosong (off the road) adalah harga kendaraan
bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak
Pertambahan Nilai.

Harga isi (on the road) adalah harga kendaraan bermotor
dari pabrikan/agen penjualan termasuk = Pajak
Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
dan Pajak Kendaraan Bermotor.

Tahun pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau
tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan
identifikasi oleh pihak yang berwenang.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang
selanjutnya disebut NJKBUB adalah nilai jual kendaraan

bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau

penggunaannya.



20. Kereta gandengan/tempel adalah suatu alat yang

dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh
bebannya ditumpukan oleh alat itu sendiri dan dirancang

untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

BAB II
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN
PKB DAN BBN-KB
Bagian Kesatu

Kendaraan Bermotor
Pasal 2

(1) Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

(2)

(3)

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
untuk jenis Kendaraan Bermotor dengan pembuatan
Tahun 2000 ke bawah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan untuk Kendaraan Bermotor dengan
pembuatan Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2007
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II serta
kendaraan bermotor Tahun 2008 sampai dengan Tahun
2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini ;
Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan
berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
a. NJKB; dan
b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat
kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan
akibat penggunaan kendaraan bermotor.
NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan
bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun
2013,



(4)

(5)

(6)

NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana
tercantum pada kolom 4 Lampiran I merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau
lebih besar dari 1 (satu).

Koefisien sama dengan 1 (satu) sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) berarti kerusakan jalan dan/atau

pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan

Bermotor dianggap masih dalam batas toleransi.

Koefisien lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor

dianggap melewati batas toleransi.

Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan

sebagai berikut :

a. sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus,
microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya serta
alat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 1,0 (satu
koma nol); dan

b. mobil barang/beban, sebesar 1,30 (satu koma tiga
nol).

Besaran bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

sebagaimana tercantum pada kolom 5 Lampiran I

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini

Pasal 3

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.



(1)

(2)

(2)

Pasal 4

NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)
dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
pada kolom 4 Lampiran [ merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Dasar Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor
angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam
puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana
tercantum pada kolom 6 Lampiran I merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Dasar Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor
angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam
puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB
sebagaimana tercantum pada kolom 4 Lampiran I
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Dasar Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor
angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan
puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana
tercantum pada kolom 6 Lampiran I merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor
angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan
puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB
sebagaimana tercantum pada kolom 4 Lampiran I
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.
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Bagian Kedua
Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk dan Ganti Mesin
Pasal 6

NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan
BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan
NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.

NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran [ dan Lampiran

I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk

sehingga mengakibatkan NJKB tersebut bertambah,

dipungut tambahan BBN-KB sebesar 12,5% (dua belas
koma lima persen) dari :

a. selisth NJKB sebelum dan setelah mengalami ubah
bentuk apabila tercantum dalam Tabel NJKB;

b. NJKB Ubah Bentuk, untuk Kendaraan Bermotor yang
mengalami ubah bentuk namun tidak tercantum
dalam Tabel NJKB.

NJKBUB untuk Kendaraan Bermotor yang pada saat

didaftarkan telah mengalami perubahan bentuk, maka

penetapan NJKBUB sesuai perubahan bentuk yang
terakhir dengan mendasarkan tanggal kuitansi.

Untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud

dalam ayat (4), maka penetapan pajak tahun berikutnya

mendasarkan pada tahun pembuatan kendaraan

tersebut.

Pasal 7

Dasar pengenaan PKB bagi Kendaraan Bermotor yang
mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan

sebelum mengalami penggantian mesin.
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Dasar pengenaan BBN-KB bagi Kendaraan Bermotor yang

mengalami penggantian mesin dipungut tambahan BBN-

KB sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari Nilai

Jual Mesin Pengganti.

Nilai Jual Mesin Pengganti sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. mesin dengan isi cylinder sampai dengan 2.500cc,
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

b. mesin dengan isi cylinder 2.501cc sampai dengan
5.000cc, sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima
ratus ribu rupiah);

c. mesin dengan isi cylinder 5.00lcc sampai dengan
10.000cc, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah);

d. mesin dengan isi cylinder diatas 10.000cc, sebesar

Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bagian Ketiga
Kendaraan Bermotor Untuk Alat-Alat Berat dan
Alat-Alat Besar
Pasal 8

Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat
dan alat-alat besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-
alat berat dan alat-alat besar.

NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas
suatu alat-alat berat dan alat-alat besar pada minggu

pertama bulan Desember 2013.



L

Pasal 9

Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan

bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tercantum pada kolom 6

Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini

(1)

(2)

Pasal 10

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB
termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang jenis,
merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran II ditetapkan lebih lanjut
dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Gubernur.
Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan dan
menjadi tugas serta tanggung jawab Kepala Dinas.

Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

Pasal 11

Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-

KB untuk jenis, merek dan tipe kendaraan bermotor yang

belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur

ini, dengan ketentuan:

a. untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya
ditetapkan 10% (sepuluh persen) dibawah harga
kosong (off the road) atau 24% (dua puluh empat
persen) di bawah perkiraan harga isi (on the road),

b. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya
ditetapkan  berdasarkan HPU atau dengan
membandingkan jenis, merek, type, isi silinder, dan

tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
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(2) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas

atas nama Gubernur.

Pasal 12

Apabila PKB kendaraan bermotor penariknya lebih rendah
dari PKB kereta gandeng/tempel maka PKB kereta
gandeng/tempel ditetapkan sebesar PKB kendaraan

penariknya.

Pasal 13

Tarif PKB ditetapkan sebesar:

a. 1,75% (satu koma tujuh lima persen) untuk kepemilikan
pertama kendaraan motor pribadi dan Badan;

b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor
angkutan umum;

c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor
ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan,
lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah;

d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor

alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 14

(1) Setiap orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor
pribadi roda 2 (dua) 200 (dua ratus) cc ke atas
dan/atau roda 4 (empat) lebih dari 1 (satu), maka
kepemilikan kedua dan seterusnya dikenakan tarif
secara progresif.

(2) Kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan

alamat yang sama.



(1)

(2)

i

Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan sebagai berikut :

a.

kepemilikan kedua sebesar 2,5 % (dua koma lima
persen);

kepemilikan ketiga sebesar 3% (tiga persen);
kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima
persen);

kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4%

(empat persen).

Pasal 15

Tarif BBN-KB ditetapkan sebesar:

a.

15% (lima belas persen) untuk penyerahan pertama;
dan;

1,0% (satu koma nol persen) untuk penyerahan kedua
dan seterusnya termasuk penyerahan kendaraan

bermotor lelang/dump, hibah dan waris.

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan

alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif
BBN-KB ditetapkan sebesar:

a. 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) untuk

penyerahan pertama; dan

b. 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima) persen untuk

penyerahan kedua dan seterusnya.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

Perubahan peruntukan atau fungsi kendaraan bermotor

bukan umum menjadi kendaraan angkutan umum orang

maupun barang harus memenuhi persyaratan izin usaha

angkutan dan/atau izin trayek.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2013 (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 11),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara.

an Aslinya Ditetapkan di Medan
pada tanggal 17 Maret 2015
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

SULAIMAN
Pembina Utama Muda (IV/c) ttd

NIP.19590227

198003 1 004
GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan -
pada tanggal 20 Maret 2015

Plh. SEKRETARIS

ttd

DAERAH PROVINSI,

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 15



LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2015
TANGGAL 17 MARET 2015

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK JENIS KENDARAAN
BERMOTOR DENGAN PEMBUATAN TAHUN 2000 KE BAWAH



NILAT JUAL DASAR
No. JENIS/MEREKITYPE TAHUN KENDARAAN || BOBOT || PENGENAAN
PEMBUATAN || BERMOTOR PKB
YALE BY 0276 1087 65,400,000 1.00 65,400,000
VALE L 180 (LOADER) 1999 1,163,000,000 1.00]|  1,163,000,000
YALE L 70 C (WHEEL LOADER) 1996 863,000,000 1.00 863,000,000
VALE L 90 (PAY LOADER) 2000 473000000  100| 473,000,000
YALE TD 40 KAl (WHEEL LOADER) 1997 1,027,000,800 1.00]]  1,027,000,000
59 [IYUEJIN
YUEJIN A81 BO (FORKLIFT) 1997 213000000 1.00| 213,000,000
YUEJIN CHO326/5.12402.0 (FORKLIFT) 1950 || 110,000,000 1.08 110,000,000
YUEJIN CMP30D (FORKLIFT) 2000 163,000,000 1.00 163,000,000
YUEJIN CT.0021/S.12430 (FORKLIFT) 1990 110,000,000 1.00 110,000,000
YUEJIN FL 480 (FORKLIFT 5 TON) 1996 157,000,000 1.00 157,000,000
YUEJIN NJIO 61 - 1991 87000000  1.00| 87000000
YUESIN YLG 16 (TYRED ROLLIES) 1980 187,000,000 1.00 187,000,000
YUEJIN ZYJ 10 (TD ROLLER) 10 TON 1990 188,000,000 .00 188,000,000

Salinan/Se su\al Deggan Aslinya

KE AB@ IRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

498



LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2015
TANGGAL 17 MARET 2015

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK JENIS KENDARAAN
BERMOTOR DENGAN PEMBUATAN TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN
2007



TAHUN NILAI JUAL DASAR
KENDARAAN || BOBOT || PENGENAAN
NO JENIS/MEREKI/TYPE T
BERMOTOR PKB
YALE MOTOR GRADER 2004 2,794,000,000 1.00|{ 2,794,000,000
51 IYUEJIN B2 16A (FORKLIFT) 2003 378,000,000 1.00 378,000,000

Salinan Sesuii Dangan Aslinya

SULATMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

GATOT PUJO NUGROHO

ttd

466



LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2015
TANGGAL 17 MARET 2015

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK JENIS KENDARAAN
BERMOTOR DENGAN PEMBUATAN TAHUN 2008 SAMPAI DENGAN TAHUN
2013



NILAI JUAL DASAR
No. JENIS/MEREK/TYPE TAHUN KENDARAAN BOBOT PENGENAAN
PEMBUATAN BERMOTOR PKB
‘_—"B. SEPEDA MOTOR RODA 3
1 |lapP xTM
PP KTM TM 100 PR 2005 5.805.000 1,00 5.805.000
2 [ISHUNDA
IShunda SH {125 cc) 2010 10.200.000 1,00 10.200.000
3 ANDA
YX Mot Panda CL. 100- 5 2001 3.600.000 1,00 3.600.000
2002 3.700,000 1,00 3.700.000
Mot YY 110-3 2003 5.000.000 1,00 5.000.000
4 T STAR
Fot Star Z8 100 - 9 {Drum Brake) 2003 5.000.000 1,00 5.000.000
l‘n 100 - 9X {100 cc ) 2004 4.800.000 4,00 4.200.000
si' 1AR
[VIAR VR 200 3R 200 cc 2010 10.800.000 1,00 10.800.000
R Karya 2 VR 200 3R 014 16.400.000 1.00 16.400.000
R Karya 2 VR 200 3R 2011 11.340.000 1,00 11.340.000

Salinan Sesuai Dgngan Aslinya

KEPAL

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO
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